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PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara:
Ispendy, bertempat tinggal di Japan Kopral Darwis RT 004 RW 001,
Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan:
1. PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro
Syariah Solok (ULAMM), bekedudukan di Jalan Nasir Sutan
Pamuncak, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
(KPKNL), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79
Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Kantor Pertanahan Kota Solok, berkedudukan di Jalan Lubuk
Sikarah Nomor 25A, Kelurahan I1X Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat Il;
4. Rosaulina Yuniar Ayu Chandra, beralamat di Jalan Lintas
Sumatera, Jorong Limau Kapeh Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto
Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya

disebut sebagai Turut Tergugat Ill;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada
tanggal 14 Mei 2025 hadir prinsipal Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan
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Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat
mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan
yang pada pokoknya menyampaikan bahwa alasan pencabutannya adalah
karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan
dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ry, gugatan
dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban,
tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara
harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan peraturan tersebut akan
digunakan Majelis Hakim untuk perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
diajukan sebelum adanya proses jawaban dari Tergugat dan Para Turut
Tergugat, maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, permohonan
pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat
sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di
dalam amar penetapan di bawabh ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan
Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2025/PN SIk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk
mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang
pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Puteri Hardianty,
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S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.,
Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut, Lizawati A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta telah
pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok
pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.M.d., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp 120.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan : Rp 50.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)
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